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KAJIAN TENTANG KEBIJAKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM 




Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 
Abstrak 
Penelitian ini berfokus pada kebijakan justice collaborator yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengetatan remisi kepada narapidana. 
Kebijakan dalam aturan tersebut menimbulkan terjadinya kontradiktif pada konsepsi 
pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dalam mengatur sistem pembinaan menjelaskan 
persamaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana, hal tersebut menjelaskan bahwa tidak 
boleh adanya diskriminasi yang dilakukan kepada narapidana. Dalam PP 99 Tahun 2012 pada 
prinsipnya mengatur adanya perbedaan perlakuan dan pelayanan kepada narapidana, hal 
tersebut sangat bertentang dengan konsepsi pemasyarakatan. 
Dalam penerapan kebijakan justice collaborator, penulis memperhatikan bagaimana jalannya 
proses pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepada narapidana dengan diberlakukannya 
kebijakan tersebut, sikap petugas pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pelayanan dan 
pembinaan dengan diberlakukan kebijakan tersebut dan konsep deal dalam penerapan kebijakan 
justice collaborator. Selain itu, adanya 2 rezim aturan yang berlaku dalam pelayanan pemberian 
remisi menjadi fokus lain dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian, masih adanya perbedaan pandangan pada aparat penegak hukum 
yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam kebijakan justice collaborator yang terdapat pada 
PP 99 Tahun 2012. Selain itu, pelaksanaan justice collaborator yang seharusnya terletak pada 
ranah pra iajudikasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa polisi, jaksa dan hakim tidak 
mengetahui tentang hubungan antara pelayanan pemberian remisi dengan justice collaborator 
sehingga bagaimana mungkin mereka bisa mendukung kebijakan tersebut.  
Dalam penulisan Artikel ini, penulis memberikan saran mengenai diberlakukannya kebijakan 
justice collaborator bahwa kebijakan tersebut harus direvisi kembali atau dihapuskan. Kebijakan 
dalam PP 99 Tahun 2012 merupakan kebijakan yang diambil tanpa memperhatikan undang-
undang yang berlaku, khususnya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selain itu 
peraturan tersebut banyak menimbulkan permasalahan kepada narapidana khususnya 
pemasyarakatan. Banyak narapidana yang terdampak dan dirugikan karena peraturan tersebut. 
Proses pelaksanaan pelayanan dan pembinaan di Lapas perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas 
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dalam pelaksanaanya, karena hal tersebut membantu meminimalisir narapidana mengalami 
tekanan psikis. 
Kata Kunci: Justice Collaborator; Pelayanan; Remisi 
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Lahirnya iperan justice 
icollaborator di Indonesia itentu saja 
masih menimbulkan pro dan ikontra. 
Salah satunya iadalah yang 
disampaikan oleh Direktur iEksekutif 
Institute for Criminal Justice Reform 
(ICJR) iSupriyadi W. iEddyono di Jakarta 
dimana ia mengatakan penetapan 
ijustice collaborator terhadap 
tersangka dan iterdakwa yang 
bekerjasama dengan aparat ipenegak 
hukum idalam iimembongkar tindak 
pidana di pengadilan belum memiliki 
iikesamaan pandangan dalam 
ipenegakan ihukum. Padahal, isejak 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
itentang iPerlindungan iSaksi dan 
Korban yang diperbaharui imenjadi 
Undang-Undang iNomor 31 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-
Undang iNomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan iSaksi dan Korban 
idiberlakukan, setidaknya praktik 
iberlangsung isepuluh tahun masih 
ditemukan permasalahan krusial dalam 
pemberian reward terhadap justice 
icollaborator di ipengadilan.  
Dalam kaitannya kebijakan 
ijustice collaborator idengan pemberian 
remisi, sistem kepenjaraan 
imenempatkan iremisi sebagai 
anugerah. Artinya iremisi imerupakan 
ianugerah dari ipemerintah kepada 
narapidana. Dalam Gestichten 
Reglement, remisi hanya diberikan 
pada hari iulang tahun iRatu Belanda. 
Berdasarkan hal ini remisi hanya 
ibenar-benar anugerah ibelaka. Sistem 
ikepenjaraan berubah menjadi 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
idengan sistem pemasyarakatan, 
pembuat iundang-undang telah 
imenetapkan beberapa hak bagi 
iseorang narapidana. Remisi tidak 
sebagai hak seperti dalam sistem 
pemasyarakatan, tidak juga sebagai 
anugerah sebagaimana dalam sistem 
kepenjaran, tetapi hak dan kewajiban 
narapidana. Artinya jika narapidana 
ibenar-benar melaksanakan 
kewajibannya, ia berhak memperoleh 
iremisi, sepanjang ipersyaratan yang 
lain dipenuhi. Remisi menurut iKepres 
No. 174 tahun 1999 itentang iremisi 
pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan 
bahwa remisi adalah: pengurangan 
masa pidana yang diberikan ikepada 
inarapidana dan anak pidana yang 
berkelakuan baik selama imenjalani 
pidana. 
Ketentuan tentang isyarat dan 
tata icara pelaksanaan ihak warga 
binaan ipemasyarakatan iyang diatur 
dalam Peraturan iPemerintah (PP) 
Nomor 99 Tahun 2012, mengatur 
bahwa status JC adalah salah satu syarat 
bagi inarapidana ikasus narkotika 
tertentu iyakni untuk ibandar narkotika 
iatau ikasus narkotika idengan 
hukuman ipidana di atas 5 tahun idalam 
imendapatkan remisi. Remisi 
imerupakan hak-hak narapidana iyang 
diatur secara itegas idalam iundang-
undang. Menurut Tesaurus ibidang 
hukum, Remisi: ipemotongan hukuman, 
pengampunan hukuman, pengurangan 
ihukuman. Sementara Andi Hamzah 
dalam bukunya iTerminologi iHukum 
iPidana berpendapat bahwa; remisi 
iadalah pengurangan pidana ioleh 
Negara bagi narapidana yang 
iberkelakuan baik. Menurut PP 32 
Tahun 1999 Remisi iadalah 
pengurangan masa imenjalani pidana 
yang idiberikan kepada inarapidana 
idan anak ipidana yang memenuhi 
isyarat-syarat yang iditentukan idalam 
peraturan iperundang-undangan. 
Peraturan iPemerintah 
iRepublik Indonesia Nomor 99 Tahun 
2012 tentang Remisi imerubah pola 
ipemberian remisi yang sebelumnya 
diatur dengan iPeraturan Pemerintah 
iRepublik Indonesia iNomor 28 Tahun 
2006 yang semula itidak terlalu berat 
dan ketat iterhadap pemberian remisi. 
Tetapi dengan ilahirnya Peraturan 
iPemerintah Republik Indonesia 
iNomor 99 iTahun 2012 tersebut 





imembatasi remisi sehingga pemberian 
iremisi sangat ketat idengan berbagai 
ipersyaratan yang harus idipenuhi. 
Pemberatan remisi ikhususnya bagi 
inarapidana pelaku tindak ikejahatan 
luar biasa iatau extra ordinary crime 
imemerlukan persyaratan khusus 
seperti hal nyai harus menjadi justice 
icollaborator atau sebagai saksi pelakui 
yang bekerja sama dengan aparat 
penegak hukum. Tentu bukan 
persoalani yang mudah iuntuk menjadii 
justice collaborator ikarena bukan 
itanpa resiko ibagi seseorang 
imengambil pilihan iberani meniupkan 
pluitnya, imemukul kentongan dan 
membocorkan irahasia membongkari 
kejahatan. Makai dari itu, perlunya 
pengkajian terhadap Peraturan 
Pemerintah maupun ikebijakan-
kebijakan yang imengatur tentang 
ipemberatan iremisi terhadap 
narapidanai pelakui tindak kejahatani 
extra ordinary crime. Hal tersebut 
sangat mempengaruhi dampak dari 
pelayanani pemberian remisi, yakni 
narapidana dan anak pidana 
mendapatkani pengurangan masa 
pidana yang dijalaninya, pengurangan 
masai pidana yang dapat menyebabkan 
pembebasan lebih icepat dari masai 
pidananya, dan masa ipembebasan 
bersyarat (PB), Cuti iMenjelang Bebas 
(CMB), atau ihak-hak lainnya menjadi 
lebih isingkat.  
Berikut iini adalah beberapa 
contohi peristiwa di iLapas tentang 
akibat pemberatan atau ipengetatan 
pemberian iremisi kepada narapidana 
itindak pidana ikhusus di Lapas. Seperti 
ipada contoh peristiwa berikut: 
 
Tabel 1.1. 
Permasalahan iakibat pemberatan atau pengetatan pemberian remisi kepada 
narapidana itindak pidana ikhusus di Lapas 
 
No. Peristiwa Tempat Sumber 
1. Kaburnya penghuni 
Lapas, berawal dari 
unjuk rasa terhadap 
persyaratan 
mendapatkan remisi 
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Berdasarkan idata iperistiwa 
dari pengetatan remisi pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
99 tahun 2012, yang menjadi sumber 
ipenyebab sehingga isulit mengakses 
hak tersebut adalah syarat tambahan 
menjadi justice collaborator untuk 
mendapatkan remisi. Seyogyanya 
variabel ijustice collaborator terletak 
pada ranah pra ajudikasi , yakni tahap 
sebelum masuk ke dalam proses 
peradilan dan tindakan aparat penegak 
ihukum untuk melakukan penyelidikan 
dan penyidikan dengan itujuan 
terpenuhinya berita acara pidana. 
Kebijakan justice icollaborator yang 
digunakan sebagai syarat tambahan 
untuk mendapatkan remisi menjadi 
sebabnya narapidana tindak pidana 
khusus itidak mendapatkan haknya 
antara lain remisi. Dengan hal tersebut, 
imenyebabkan perlakuan diskriminatif 
kepada mereka yang dilakukan oleh 
pemerintah. Permasalahan ini menjadi 
pemicu lahirnya kerusuhan, keributan 
dan pembakaran yang terjadi di Lapas / 
Rutan dalam kurun waktu kurang lebih 
5 tahun belakangan ini. Maka dari itu, 
perlunya mengkritisi dan mengkaji 
kembali kebijakan mengenai syarat 
tambahan yakni justice collaborator 
dalam pelaksanaan sebagai syarat 
tambahan pemberian remisi kepada 
narapidana tindak pidana khusus. Dan 
seharusnya kebijakan mengenai JC 
apabila ingin mendapatkan remisi, 
pengajuan menjadi seorang JC ketika 
pada tahap pra ajudikasi bukan ketika 
pada tahap pasca ajudikasi. 
 
PEMBAHASAN 
Kebijakan mengenai justice 
collaborator yang terdapat dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2012 sebagai salah satu syarat dalam 
pemberian remisi menimbulkan adanya 
permasalahan yang terjadi dalam 
hukum di Indonesia. Adanya 2 (dua) 
rezim aturan yang mengatur remisi 
yakni PP 99 Tahun 2012 dan Kepres No. 
174 Tahun 1999 tentang remisi 
menimbulkan iinkonsistensi dalam 
suatu kebijakan. Selain itu, perlu 
dipahami bahwa justice collaborator 
adalah saksi pelaku yang mau bekerja 
sama dengan iaparat penegak hukum. 
Dimana letak ranah dari sistem 
peradilan tentang justice collaborator 
yakni pada ranah pra ajudikasi bukan 
pada ipost ajudikasi, tetapi kenyataanya 
dan prakteknya ditempatkan pada 
ranah post ajudikasi. 
Peraturan Pemerintah iNomor 99 
Tahun 2012 juga memberatkan 
narapidana khususnya yang terkena 
aturan tersebut. Hal ini jelas 
bertentangan dengan isistem 
pemasyarakatan di Indonesia. Sistem 
pemasyarakatan mengatur bahwa tidak 
boleh adanya diskriminasi di Lapas, 
dengan adanya PP 99 tahun 2012 
menimbulkan adanya diskriminasi 
karena adanya perbedaan perlakuan 





narapidana tindak pidana umum 
dengan tindak pidana khusus seperti 
yang terdapat dalam PP 99 tahun 2012. 
Dalam penelitian yang 
dilaksanakan, penulis memperhatikan 
tiga hal yang menjadi kendala terkait 
penerapan kebijakan justice 
collaborator. Pertama, penerapan 
justice collaborator dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan pelayanan dan 
pembinaan narapidana. Kedua, sikap 
petugas pemasyarakatan mengenai 
kebijakan justice collaborator pada 
proses pelaksanaan pelayanan dan 
pembinaan. Dan yang ketiga terkait 
konsep ideal yang seharusnya dalam 
proses penerapan kebijakan justice 
collaborator yang termuat dalam PP 99 
Tahun 2012. 
 
1. Penerapan justice 
collaborator dalam Kaitannya 
dengan Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Narapidana 
Pemasyarakatan merupakan 
bagian akhir dari sistem peradilan 
pidana. Lembaga pemasyarakatan 
merupakan tempat bagi narapidana 
untuk menjalani masa pidana dengan 
mengikuti setiap pembinaan yang ada 
di Lapas. Di lapas ada pelaksanaan 
pelayanan maupun pembinaan 
khususnya dalam memenuhi hak-hak 
narapidana yang terdapat dalam 
Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14. 
Hak-hak narapidana haruslah 
terpenuhi dengan syarat narapidana 
berkelakuan baik terutama hak 
narapidana pasal 14 poin (i) yakni hak 
mendapatkan pengurangan masa 
pidana / remisi. 
Dalam pemberian remisi kepada 
narapidana, khususnya narapidana 
tindak pidana khusus yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2012 harus memenuhi salah satu 
syaratnya untuk menjadi justice 
collaborator,  yakni dengan bersedia 
bekerja sama dengan aparat penegak 
hukum untuk mengungkap sebuah 
kasus. Kebijakan tersebut pastinya 
mempengaruhi perilaku dan psikis 
narapidana terutama narapidana yang 
terkena PP 99 Tahun 2012. Perlu 
dipahami kembali bahwa pelaksanaan 
justice collaborator pada ranah post 
ajudikasi adalah sesat pikir. 
Pelaksanaan justice collaborator yang 
seharusnya adalah pada ranah pra 
ajudikasi. Diskriminasi sangat 
bertentang dengan sistem 
pemasyarakatan di Indonesia, adanya 
diskriminasi kepada narapidana 
merupakan pelanggaran terhadap UU 
Pemasyarakatan karena dijelaskan 
bahwa dalam memperlakukan 
narapidana tidak boleh adanya 
diskriminasi. Maka, sangat jelas bahwa 
sesuai dengan hasil wawancara banyak 
yang menentang eksistensi dari PP 99 
Tahun 2012 dan sebagian besar 
mengharapkan aturan tersebut untuk 
dihapus karena menyebabkan 
permasalahan di Lapas. 
Pelayanan dan pembinaan di 
Lapas dalam kaitannya dengan 
penerapan kebijakan justice 
collaborator sangat berpengaruh. 
Diharapkan tidak adanya disparitas 
perilaku petugas kepada narapidana, 
karena sangat rentan timbul 
permasalahan akibat munculnya 
kekecewaan diantara mereka yang 
tidak terlayani hak-haknya. Pelayanan 
dan pembinaan harus berjalan 
seimbang dan intens terutama 
narapidana yang terkena PP 99 tahun 
2012. Dengan pelaksaan pelayanan dan 
pembinaan yang intens diharapkan 
mampu mengurangi resiko 
permasalahan yang terjadi di Lapas. 
Selain itu, seperti hasil wawancara 
bahwa pelaksanaan pelayanan dan 
pembinaan memang diperlukan agar 
narapidana tidak stress dan membantu 
narapidana untuk mengisi kegiatan 
sehari-hari sehingga cenderung tidak 
memikirkan berapa lama masa pidana 
yang dijalani. Banyak yang 
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mengharapkan untuk pembinaan di 
Lapas semakin ditingkatkan terutama 
fasilitas dan sarpras yang mendukung 
sehingga narapidana banyak yang 
terlibat dalam kegiatan dan 
meminimalisir setiap pelanggaran di 
Lapas serta membantu narapidana 
untuk maju dan berkembang dalam 
berperilaku yang baik. 
 
2. Sikap Petugas 
Pemasyarakatan Mengenai 
Kebijakan Justice Collaborator Pada 
Proses Pelaksanaan Pelayanan Dan 
Pembinaan 
Pada pelaksanaan pelayanani 
dan pembinaan pastinya memerlukan 
iintegritas petugas dan isikap petugas 
yang mendukung setiap kegiatan di 
Lapas. Perlunya ipersamaan perspektif 
dalam memberikan ipelayanan dan 
ipembinaan kepada inarapidana yang 
dilakukan oleh petugas. Tidak boleh 
adanya idiskriminasi perlu ditekankan 
kepadai petugas agar imemperlakukan 
setiap narapidana itu sama.  
Dalam kebijakan justice 
collaborator dalam PP 99 tahun 2012 
sebagai salah syarat untuk 
mendapatkan remisi menuntu petugas 
untuk bekerja ekstra. Masih adanya ego 
sektoral antar petugas dalam 
menangani narapidana. Ego sektoral 
biasanya muncul setelah kelompok 
tertentu mengalami tekanan, dalam 
keadaan “di atas angin”, bahkan ketika 
ingin mencari keuntungan untuk 
kelompoknya. Selain itu, masih 
ditemukan petugas yang terpancing 
emosi apabila narapidana susah dibina 
dan diatur. Berdasarkan hasil 
wawancara memang ada petugas yang 
masih suka emosi ketika membina 
narapidana tetapi itu merupakan 
bentuk lumrah dan narapidana pun 
mewajarinya. Maka dari itu, perlunya 
perhatian dari pimpinan dan antar 
petugas untuk saling mengingatkan 
terkait sikap petugas kepada 
narapidana. 
Sikap petugas kepada 
narapidana haruslah sama. 
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 
pasal 5 yang menjelaskan bahwa sistem 
pembinaan harus berdasarkan asas 
persamaan perlakuan dan pelayanan, 
maka dari itu petugas harus memahami 
makna dari asa tersebut agar tidak 
terjadi hal-hal atau permasalahan di 
dalam Lapas karena adanya 
diskriminasi petugas kepada 
narapidana. Bentuk perhatian dari 
pimpinan juga sangat perlu sebagai 
bentuk kontrol pimpinan terhadap 
bawahan dalam menjalankan sistem 
manajerial di Lapas guna meminimalisir 
perilaku menyimpang yang dilakukan 





Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan 
Pemuda Kelas II A Tangerang melalui 
studi kepustakaan dan metode 
wawancara kepada informan, dapat 
disimpulkan bahwa : 
1) Pelaksanaan pelayanan 
dalam penerapan justice collaborator 
berjalan dengan cukup, belum bisa 
dikatakan baik. Pada dasarnya, kegiatan 
pembinaan di Lapas membantu 
narapidana untuk mengurangi stress. 
Selain itu, banyaknya narapidana yang 
berasal dari luar kota dan terdampak PP 
99 Tahun 2012 menjadi tugas Lapas 
untuk meningkatkan kegiatan 
pembinaan. Pelayanan dan pembinaan 
di Lapas kepada narapidana perlu 
peingkatan kualitas dan kuantitas serta 
output yang dihasilkan. Masih perlunya 
pembinaan di Lapas untuk menjalin 
kerja sama dengan pihak ketigas agar 
narapidana yang terdampak dapat 
semua nya mengikuti kegiatan 
pembinaan dengan baik. 
2) Sikap petugas 
pemasyarakatan atas diberlakukannya 
kebijakan justice collaborator yang 





terdapat dalam PP 99 Tahun 2012 
adalah prihatin. Selain prihatin, petugas 
juga mengkhawatirkan kondisi psikis 
setiap narapidana. Dengan pelaksanaan 
pelayanan dan pembinaan di Lapas, 
petugas mengharapkan kegiatan 
tersebut membantu meminimalisir 
tekanan psikis yang dialami oleh 
narapidana. 
3) Dalam menggagas konsep 
ideal terkait penerapan kebijakan 
justice collaborator dalam kaitannya 
dengan pelayanan pemberian remisi 
kepada narapidana yaitu tidak cocok 
dengan teori. Selain itu, kebijakan 
tersebut sangat kontradiktif dengan 
konsepsi pemasyarakatan khususnya 
asas-asas dalam menjalankan sistem 
pembinaan di Lapas. Konsep ideal yang 
digagas adalah perlunya kesamaan teori 
dengan kebijakan yang diambil. Dengan 
tidak adanya kesamaan antara teori dan 
kebijakan serta praktiknya, konsep 
yang ideal tidak akan tercipta, harus ada 
keseragaman dengan teori dan tidak 
menimbulkan kontradiktif dengan 
pengambilan kebijakan yang dipakai. 
Setiap kebijakan yang diambil harus 
memperhatikan undang-undang nya, 




Dengan idisusunnya penelitian ini, 
penulis berharap kebijakan justice 
collaborator yang terdapat idalam 
Peraturan iPemerintah Nomor 99 
Tahun 2012 dapat idilaksanakan sesuai 
idengan ranah hukum yang seharusnya, 
ikhususnya ada kesamaan iperspektif 
pada aparat penegak ihukum yakni 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 
pemasyarakatan. Berdasarkan hasil 
ipenelitian, penulis hendak memberi 
saran sebagai berikut : 
1) Pelaksanaan pelayanan 
dan pembinaan kepada narapidana 
harus lebih ditingkatkan, terutama 
kualitas dari pelayanan dan pembinaan 
yang diberikan kepada narapidan. 
Perlunya sistem kinerja yang lebih 
inovatif dalam memberikan pelayanan 
dan pembinaan kepada narapidana, 
sistem yang diterapkan masih 
cenderung primitive. Pelaksanaan 
pelayanan dan pembinaan harus 
mengikuti perkembangan zaman, 
teknologi dan lingkungan. Perlunya 
menjalin mitra kerja dengan pihak 
ketiga khususnya dalam sistem 
pembinaan, untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pembinaan dan 
yang dibina serta kualitas dari yang 
dihasilkan. 
2) Petugas pemasyarakatan 
harus menjadi agensi implementasi 
pembaharuan. Pembaharuan yang 
dimaksudkan yakni dengan 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
diri. Sebagai petugas pemasyarakatan 
harus memiliki integritas tinggi. Selain 
itu, perlunya koresi pimpinan terhadap 
bawahan dalam meningkatkan 
aktualisasi petugas pemasyarakatan. 
Peran pemimpin sebagai pengawas 
harus berjalan, khususnya untuk 
meminimalisir terjadinya ego sektoral 
antar petugas dengan narapidana. Sikap 
petugas pemasyarakatan sangat 
penting dalam meningkatkan kualitas 
pelaksanaan pelayanan dan sistem 
pembinaan di Lapas. 
3) Konsep ideal mengenai 
kebijakan justice collaborator adalah 
dengan menghapus Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
karena tidak cocok dengan teori dan 
konsepsi pemasyarakatan. Pada 
dasarnya, aturan tersebut 
menimbulkan kerugian bagi narapidana 
dan membuat perbedaan perlakuan dan 
pelayanan kepada narapidana. Selain 
itu aturan tersebut tidak 
memperhatikan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan terutama asas-asas 
dalam menjalankan sistem pembinaan 
di Lapas. Apabila peraturan tersebut 
hendak dibuat dan disahkan harusnya 
memperhatikan undang-undangnya 
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yang berlaku. Sangat jelas bahwa PP 99 
Tahun 2012 sangat bertentangan 
dengan konsepsi pemasyarakatan. 
Apabila hendak membuat aturan 
tersebut, sebaiknya ubah undang-
undang yang berlaku terlebih dahulu. 
Menyikapi hal tersebut, penulis 
menyarankan agar PP 99 Tahun 2012 
dihapus atau direvisi kembali eksistensi 
dari PP 99 Tahun 2012 tersebut. Selain 
itu, perlunya sosialisasi tentang 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah 
kepada aparat penegak hukum guna 
menyamakan perspektif sebagai aparat 
penegak hukum untuk mewujudkan 
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